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Judicial review yang digagas oleh Muhammad Y amin dalam Rapat BPUPK pada tahun 1945 namun hal itu
tidak diterima. Judicial review merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), gagasan
tersebut dapat dikatakan sebagai cikal bakal MK. Dalam KRIS 1949 judicial review mendapatkan wadah
konstitusional namun dalam bentuk pengujian peraturan perundang-undangan tingkat daerah negara bagian
terhadap konstitusi, sedangkan undang-undang Federal tidak dapat diganggu gugat dan dilanjtkan dalam
UUDS 1950, sebagai cerminan sistem/paham supremasi parlementer. Gagasan tersebut muncul kembali di
akhir pemerintahna Orde Lama namun dalam bentuk legislative review/political review namun MPRS gagal
mewujudkannya. Barulah pada Erareformasi tahun 2000 legidlative review tersebut terwujud melalui TAP
MPR No. I1I/MPR/2000, kemudian dengan dibentuknya MK pada perubahan UUD 1945 tahun 2001-2002
mendapatkan bentuknya yang konkret dan dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu singkat MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
tumbuh dan berkembang menjadi lembaga negara yang berwibawa dan dapat menyel esaikan berbagai
persoalan politik dan hukum ketatanegaraan antara lain penyel esaian sengketa kewenangan antarlembaga
negara, sengketa pemilihan umum (legidlatif dan pilpres/wapres), dan pengujian UU yang putusannya rel atif
dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa, karena dianggap cukup adil dan berimbang, dan tidak
menimbulkan gejolak sosial dan politik di masyarakat. Selain itu yang berkaitan dengan penghormatan,
perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia yang merupakan hak dasar bagi warga Negara yang antara
lain selamaini termatikan secara politik dan keperdataan.
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